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ABSTRAK

Pada kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, tidak jarang terdapat
pemaksaan perkawinan terhadap korban untuk membungkam dan menutup akses
keadilan bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif dengan dilandaskan pendekatan peraturan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tindakan
pemaksaan perkawinan terhadap korban kekerasan seksual sebagai tindak pidana
menghalangi pemenuhan hak korban dan menganalisa pertanggungjawaban pidana
tindakan pemaksaan perkawinan terhadap korban kekerasan seksual. Dari
penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan pemaksaan perkawinan
terhadap korban kekerasan seksual memenuhi unsur-unsur tindak padana dalam
Pasal 10 ayat (1) UU TPKS dan Pasal 38 UU Perlindungan Saksi dan Korban.
Namun, terdapat problematika dalam praktik berupa sulitnya membuktikan proses
pengancaman atau pemaksaannya dan belum terbentuknya Peraturan Pemerintah
mengenai tata cara pemenuhan hak korban. Oleh karena itu, sebagai saran yang
dibawakan penulis, diperlukan implementasi yang konkret dalam perkara pemaksaan
perkawinan terhadap korban kekerasan seksual dan diperlukan pembentukan Peraturan
Pemerintah mengenai tata cara pemenuhan hak korban sebagai landasan
pertanggungjawaban Negara atas pemenuhan hak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pemaksaan Perkawinan, Perlindungan Hukum.
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ABSTRACT

In cases of sexual violence that occurred in Indonesia, it is not uncommon to have
forced marriages on victims to silence and close access to justice for victims of
sexual violence. This research is a normative legal research based on the statutory
and conceptual approach. The aim is to identify the act of forced marriage against
the victim of sexual violence as a crime that hinders the fulfillment of the victim's
rights and to analyze the criminal responsibility of the act of forced marriage
against the victim of sexual violence. From this research, it can be concluded that
the act of forced marriage against victims of sexual violence fulfills the elements of
an equivalent act in Article 10 paragraph (1) of the Sexual Violence Crime Law
and Article 38 of the Witness and Victim Protection Law. However, there are
problems in practice in the form of difficulty in proving the process of threats or
coercion and the absence of a Government Regulation regarding procedures for
fulfilling victims' vights. Therefore, as the author's suggestion, concrete
implementation is needed in cases of forced marriage to victims of sexual violence
and the establishment of a Government Regulation concerning procedures for
Sulfilling victims' rights as the basis for State accountability for the fulfillment of
the rights of victims of sexual violence.

Key Word: Sexual Violence, Forced Marriage, Legal Protection.
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